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GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 186 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68
TAHUN 2007 TENTANG BELANJA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun
2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tehun 2016 telah
diatur mengenai Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk
penyesuaian tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai hasil rapat Badan
Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta/Eksekutif tanggal
2 September 2016 dan tanggal 7 September 2016 maka
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat
ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubernur Nomor 68 Tahun 2007 tentang Belanja Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;




Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahurn 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2007 tentang Belanja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2007 TENTANG
BELANJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 68
Tahun 2007 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007
Nomor 695), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Takun 2016 (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016
Nomor 72095), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Dalam  hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan  rumah  jabatan Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c kepada
Pimpinan DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan
perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas serta standar setempat yang berlaku.

(3) Tunjangan  perumahan bagi Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Dalam  hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah dinas Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, kepada Anggota
DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan
perumahan.

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas serta standar setempat yang berlaku.

(3) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).




Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72123

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH K USUS IBUKOTA JAKARTA,

-

AYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003
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